
m
W£iW‘
wy* • ••

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
FAKULTAS HUKUM 

INDERA LAYA
2007

£



HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIALTANPA 
KEBERADAAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 
Mengikuti Ujian Komperensif

Oleh :
SITIHALIMAH 

02023100089

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
FAKULTAS HUKUM 

INDERALAYA
2007



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SITI HALIMAHNAMA
02023100089NIM
ILMU HUKUMPROGRAM STUDI 

PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL 

TANPA KEBERADAAN SERIKAT
JUDUL SKRIPSI

PEKERJA/SERIKAT BURUH

JNDERALAYA, JULI 2007

Disetujui oleh :

PEMBIMBING UTAMA, PEMBIMBING PEMBANTU,

BL ZULKARNAIN IBRAHIM. S.H...MLHIIM.
NIP. 131639379

SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM.
NIP. 132008694



Telah disetujui pada
Hari
Tanggal

: Kamis,
: 26 Juli 2007

: SITIHALIMAH 

: 02023100089 

: Studi Hukum dan Bisnis

Nama
Nim
Program Studi

TIM PENGUJI
: Dr. Febrian, S.H.,M.S. (1. Ketua

2. Sekretaris : Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum. (

3. Anggota : Muhammad Rasyid, S.H.,M.Hum. (

4. Anggota : H.Zulkamain Ibrahim, S.H.,M.Hum. (

Inderalaya, Juli 2007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya

•CaN /Vxj

fflE ARIMAN. S.BL MJH
NIP. 130604256

tuI



M&TIO:

'KjUiftudah olehmujHp (&u merasa Ulah dan taf^berdaya dan usaha yang sepertinya sia- 
sia. jMahS'HV'Tahu Betapa kgras engf&u sudah berusaha....
kftd&kpupUjrbahwa ipusudah mencoba segalanyadan tida^tahuhendd^berbuatapa 
kgi.AdahSWT punya jawabannya.
bahwa dvrtanapun f&u atau bpmanapun tpu menghadap... Jittah SM^Ttahu.
(dari Abdullah Bin 'Amr r.a., Rasulullah S.A. W. bersabda)

••••

'Kjtpersembahhpn S&rya hfddhp mi untufjl Sah SWT, Ayah, Ibu,

danjUmamaterserta semua pihaijang dengus ihfdas 

memberifon duhpngan, cinta dan fasih sayang.

rv



KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan karunia dan melimpahkan rahmat-Nya, sehingga skripsi dengan judul 
"Harmonisasi Hubungan Industrial Tanpa Keberadaan Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh" dapat penulis selesaikan.

Menurut ketentuan Pasal 28 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa 
pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak 
menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan 
atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan cara : a. 
melakukan pemutusan hubungan kerja; memberhentikan sementara, menurunkan 
jabatan, atau melakukan mutasi; b. tidak membayar atau mengurangi upah 
pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; d. melakukan 
kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, dirasakan perlunya penelitian ini untuk 
mengetahui peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan, kebebasan 
pekerja/buruh untuk menolak bergabung dengan Serikat Pekeija/Serikat Buruh, 
mengelola hubungan industrial tanpa kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta 
alasan dapat terbentuknya harmonisasi hubungan kerja.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa dorongan dan 
bimbingan dari Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Turatmiyah, 
S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua, untuk itu penulis 
mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kemajuan ilmu pengetahuan 
khususnya bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Wasalammu’alaikum Wr.Wb.

Inderalaya, Juli 2007

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan 

harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, 

adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan ketenagakerjaan harus 

diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar 

bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat 

mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. 

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan 

sesudah masa kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, Pemerintah, dan 

masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komperehensif, 

antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan 

produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan hubungan indus

i

lPenjelasan atas UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

/

1
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Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dan pembangunan 

ketenagakeijaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang 

harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap 

hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR No. 

XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakeijaan, ketetapan MPR 

ini merupakan tongggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. 

Penegakkan demokrasi di tempat keija diharapkan dapat mendorong pekeija/buruh 

Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Dunia perburuhan atau ketenagakeijaan di Indonesia mengalami perubahan 

besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. Udara segar reformasi 

membawa perubahan positif di sektor perburuhan, yang juga memberi perubahan cara 

berpikir dan bersikap baik di kalangan pemerintah, pengusaha, ataupun para buruh. 

Perubahan di bidang ketenagakeijaan juga didorong oleh adanya kesepakatan negara- 

negara anggota organisasi ketenagakeijaan internasional (ILO) untuk menerapkan 

konvensi-konvensi dasar organisasi tersebut.

Perubahan yang terjadi sangat lambat akibat mental dan birokrasi yang ada. 

Para pejabat yang berkompeten, pengusaha, atau serikat buruh menunjukkan 

ketidaksiapan untuk ikut dalam perubahan itu. Kondisi ini dapat dilihat, seperti kasus 

Kepmennaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan 

Keija (PHK) dan Penetapan Uang Pesangon, dari tidak ditemukannya jalan untuk 

menyelesaikan masalah oleh ketiga pihak. Padahal, setiap kegiatan baik kecil maupun
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besar selalu menyangkut kepentingan banyak orang, yakni pengusaha, pemilik, 

pekerja, masyarakat, serta pemerintah sendiri.

Dalam waktu yang lama memang telah teijadi persepsi yang keliru bahwa 

perusahaan hanyalah kepentingan pengusaha dan pemilik saja. Kenyataannya, 

masyarakat terbukti mempunyai kepentingan atas kineija perusahaan dalam hal 

menyediakan produk dan jasa, menciptakan kesempatan keija, dan menyerap pencari 

kerja. Pemerintah sendiri berkepentingan agar masyarakat dapat sejahtera sehingga 

ada rasa damai dan aman.

Dari uraian itu, jelas bahwa sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku

proses produksi mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Sebagai bagian dari

tujuan pembangunan, buruh atau pekeija perlu memperoleh perlindungan dalam 

semua aspek oleh karena dibanding pengusaha, posisi mereka paling lemah, terutama 

dalam aspek ekonomi.

Hubungan Industrial, menurut ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R Goenawan Oetomo, Kondisi Hubungan Industrial dan Peraturan Ketenagakerjaan, 
http://www.kompas.com

http://www.kompas.com
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Hubungan Industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekeija/ 

buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan 

perselisihan antara kedua belah pihak. Perselisihan di bidang hubungan industrial 

yang selama ini dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau 

mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang- 

undangan.

Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya 

menunjukan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja 

secara timbal balik.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1313

berbunyi:”peijanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dalam hal ini 

kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah seimbang, hal ini akan 

berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan 

perjanjian kerja.4

Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja PPAKRI 
Bhayangkara, Djambatan, Jakarta 1960 hlm 9.

Didalam Pengertian Perjanjian Kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam 
kedudukan yang sama dan seimbang karena pihak yang satu yaitu pekeija mengikatkan diri dan 
bekerja dibawah perintah orang lain yaitu pengusaha. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, 
Edisi Revisi, PT.Raja grafmdo Persada, 2002, hlm 27.
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Pengertian peijanjian kerja pada Pasal 160la KUHPerdata, yaitu suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak 

yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan secara 

mendalam akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas 

dan umum sekali sifatnya. Selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa 

perjanjian itu dibuat. Hal tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian 

menurut konsepsi Pasal 1313 KUHPerdata, hanya menyebutkan pihak yang atau 

lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta 

kekayaan.5

Jika hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha ini tetap diserahkan

sepenuhnya kepada para pihak (pekerja dan pengusaha), maka tujuan hukum 

ketenagakerjaan untuk menciptakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan akan 

sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang 

lemah. Atas dasar itulah, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam 

menangani masalah ketenagakerjaan ini melalui berbagai peraturan peran dang- 

undangan. Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun 

pekerja/buruh.

Sejalan dengan era keterbukaan dan demokratisasi dalam dunia industri yang 

diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk berserikat bagi pekeija/buruh, maka 

5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm 78.
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jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh di satu perusahaan tidak dapat dibatasi. 

Persaingan diantara Serikat Pekeija/Serikat Buruh di satu perusahaan ini dapat 

mengakibatkan perselisihan di antara Serikat Pekeija/Serikat Buruh yang pada 

umumnya berkaitan dengan masalah keanggotaan dan keterwakilan di dalam 

perundingan pembuatan peijanjian keija bersama.

Berdasarkan hukum perdata disebutkan bahwa pihak yang dapat dimasukkan 

dalam subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban adalah orang atau badan 

hukum, dan karena yang dapat melakukan hubungan hukum selain orang, telah 

nampak pula dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan yang juga 

dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang 

manusia, akan tetapi badan hukum tersebut harus mempunyai kekayaan sendiri, ikut 

serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan 

dapat pula mengugat dimuka hakim.6

Demikian pula dalam peijanjian perburuhan, pihak serikat buruh atau 

beberapa serikat buruh dianggap pula sebagai perkumpulan atau badan, dan agar 

perkumpulan atau badan tersebut bisa dianggap sebagai badan hukum, seharusnya 

dibuat di muka notaris dan pula memenuhi prosedur seperti layaknya badan hukum 

lainnya. Karena syarat-syarat untuk menjadi badan hukum dalam perundang- 

undangan sekarang masih agak berat, maka oleh undang-undang yang mengatur 

tentang peijanjian perburuhan hanya menetapkan bahwa serikat buruh itu harus telah

6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Bandung, Cet.XV,1990, hlm 21.
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terdaftar pada kementrian perburuhan bilamana hendak mengadakan perjanjian 

perburuhan.7

Serikat Pekeij a/Serikat Buruh yang berhak mewakili pekeij a/buruh dalam 

melakukan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha 

adalah yang memiliki anggota lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh 

pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekeij a/Serikat Buruh 

sebenarnya mewajibkan organisasi buruh untuk mencatatkan diri saja. Namun, 

agaknya pemerintah masih memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan 

legalitas organisasi buruh.

Setiap perusahaan apapun bentuk dan tujuannya dalam melaksanakan

aktivitasnya memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit jumlahnya, keberadaan

tenaga pekerja dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari bagaimana cara perusahaan 

memperlakukan buruhnya. Dalam hal ini untuk melindungi dan menjaga hak serta 

memberitahukan kewajiban dari seorang tenaga kerja atau buruh maka banyak sekali 

pekerja atau buruh berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi atau sejenis 

federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik dipusat maupun dikota-kota besar 

lainnya. 8

Djumialdi, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila. Bina Aksara, 
Jakarta, Cet.HI, 1987, hlm 18.

8 Subekti, Op. City hlm 18.
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ekeria de rja/gngan erikat Badanya Se . nruh.

rja/serikat
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buruh hubungan kerja tidak harmonis, hal itu disebabkan karena banyaknya program- 

program keija yang diterapkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut dan juga 

banyaknya iuran-iuran anggota yang memberatkan bagi pekeija/buruh.

Sebagian besar pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak membawa 

aspirasi dari para pekeija ke manajemen perusahaan tetapi lebih pada keuntungan 

masing-masing pengurus serikat pekeija. Sebagian besar pengurus serikat pekerja 

tersebut tidak profesional di bidangnya, tidak mempunyai latar belakang perjuangan 

serikat bekeija, tidak mempunyai program keija dan sasaran yang jelas, tidak 

mempunyai kemampuan negosiasi. Banyak kasus-kasus yang terjadi 

mengindikasikan bahwa "perjuangan" mereka sangat diragukan untuk kepentingan 

pekeija. Sebagian mempunyai muatan politik, sebagian lagi lebih menonjolkan 

kepentingan pribadi.9

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan, penulis ingin memaparkan 

dalam bentuk penyusunan skripsi dengan judul ”Harmonisasi Hubungan Industrial 

Tanpa Keberadaan Serikat Pekeija/Serikat Buruh”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, penulis akan 

memaparkan masalah yang menjadi pokok masalah penulis, mengenai:

9 Payaman J. Simanjuntak, 
http://www.nakertrans.go.id.

APU, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan,

http://www.nakertrans.go.id
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1. Bagaimanakah peranan Serikat Pekeija/Serikat Buruh dalam suatu 

Perusahaan?

2. Apakah pekerja atau buruh mempunyai kebebasan untuk menolak adanya 

Serikat Pekeija/Serikat Buruh?

3. Bagaimanakah mengelola hubungan industrial tanpa kehadiran Serikat 

Pekeija/Serikat Buruh?

4. Apakah faktor-faktor yang menjadi alasan untuk dapat terbentuknya 

harmonisasi hubungan keija?

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penulisan

Dari hasil penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai,

yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu

Perusahaan

2. Untuk mengetahui bagi para pekeija atau buruh bahwa mereka mempunyai 

kebebasan untuk menolak adanya Serikat Pekerja/Serikat Buruh

3. Untuk mengetahui kondisi hubungan industrial tanpa kehadiran Serikat 

Pekeija/Serikat Buruh

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan untuk dapat 

terbentuknya harmonisasi hubungan keija.
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b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan adanya penemuan-penemuan sehingga dapat dijadikan bahan 

masukkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum

Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan tulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman mendalam 

kepada masyarakat mengenai keberadaan Serikat Pekeija/Serikat Buruh dalam

hubungan indusrtrial.

D. Metode Penulisan

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Normatif, yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder, yaitu mengkaji, menelaah peraturan perundang- 

undangan, doktrin, yang ada hubungannya dengan Hukum Ketenagakerjaan.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang 

bersumber dari:
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a) . Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan

hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

b) . Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, kaiya 

ilmiah, maupun artikel dari media massa dan Internet yang erat 

hubungannya dengan pokok bahasan penulisan ini.

c) . Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa 

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan Data

Untuk memdapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode 

Penelitian kepustakaan (.Library Research) yang dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum 

secara teliti terhadap bubu-buku, makalah seminar, dan bahan ilmiah lainnya 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dianalisis.

E. Analisis Data

Dalam pembahasan skripsi ini data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis 

secara ”Deskriptif Kualitatif* artinya data tersebut dijabarkan, diuraikan dan 

kemudian disusun secara sistematis untuk dapat diambil suatu kesimpulan.
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